
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
I(BTENAGAI(TR.IAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan bidang
ketenagakerjaan yang sangat strategis dah;
pembangunan daerah, diperlukan pengaturan di bidang
ketenagakerjaan yang menyeluruh din kompreh"n"i-f
mencakup pembangunan sumber daya manusia,
peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja,
perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan
tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal z ayat
(21 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun zooz
tentang Pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupate nf Kota, bidang
ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yana
diserahkan kepada Pemerintahan Daerah;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan humf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19TO tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 1970 Nomor L, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 29lS);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g2O);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1g9Z tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1.992 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3a68);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun lgg7 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t9g7 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 31a3);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2oor tentang
Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan
Pen5rusunan Serta Pelaksanaan perencanaan Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7O\;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2072 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372);

24. Peraturan Presiden Nomor 2l Tahun 2O1O tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2Ol3 tentang
Penahapan Kepesertaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tarrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 375fl;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
I(TTEITTUAIT I'}IUM

Pasal l-

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Pamekasan.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan.
Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.
4.

5.

6.

7.



8.

9.
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Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekedakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha adalah :

a. orang perseorangarl, persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan
bukan miliknya; dan

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam hun.f a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orarlg perseorangan, milik persekutuan, atau
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
negara yang mempekerjakan pekeda/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, fil€mperoleh, ffi€ningkatkan, serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

12.l,embaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK
adalah instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan yang memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan pelatihan keda.

13. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah
warga negara asing pemeg€rng visa dengan maksud
bekerja di wilayah Indonesia.

14. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan
penempatan tenaga kerja.

15. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di
lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau
pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam
rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

16. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan
kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuan.

17. Lc'+;cagan Pekerjaai: adaiair kesempatan yang acia atau
belum cukup jumlah orang yang melaksanakannya yang
terjadi karena perluasan usaha, perubahan teknis
berprociuksi atau acia tenaga keqa yang karena sesuaiu
hal berhenti dari pekerjaannya dan harus diisi dengan
tenaga kerja lainnya.

10.
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18. wajib Lapor lowongan Pekerjaan adalah kewajiban
perusahaan pengguna tenaga kerja untuk melaporkan
secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan
pekerjaan kepada Dinas.

19. Antar Kerja Antar Daerah, yang selanjutnya disingkat
AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

20. Antar Kerja Antar Negara, yang selanjutnya disingkat
AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.

2L. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan
yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi
barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
tenaga kerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerjalburuh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

23. Mediator adalah pegawai pada dinas yang memenuhi
syarat-syarat sebagai mediator dan bertugas melakukan
mediasi yang mempunyai kewqjiban memberikan
anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih
untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan.

24. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang <iibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib peru-sahaan.

25. Perjanjiaui Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerjal
senkat buruh atau tleberaBa serikat pcke:j=r/.---:i-:iii;nr
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagkaerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan pegusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak.

26. Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama adalah suatu
tanda bukti kelayakan atas pengajuan yang dilakukan
oleh pengusaha dan/atau pengusaha bersama serikat
pekerja/serikat buruh melalui pemeriksaan dan
pengajuan materi berdasar peraturan perundangan yang
berlaku.

27. Pencatatan adalah suatu tanda bukti kelaikan atas
suatu organisasi/lembagafperaturan berdasarkan
standar pengajuan.

28. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan industri di satu perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

29. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi,
konsultasi dan musyawarah tentang masalah
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh
dan pemerintah.



31.

30.

32.

34.

35.

36.

38.
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Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
berhubung dengan hubungan keda, termasuk-penyakit
yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari
rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah
melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan
meninggal dunia.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagr
pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan
dan/ataujasa yang telah atau akan dilakukan.
Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang
berlaku di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang
berlaku di Kabupaten Pamekasan.
Tunjangan Hari Raya, yang selanjutnya disingkat THR
adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh
Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang
Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk
lain.
Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang
direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama
dan/atau oleh serikat pekerjalserikat buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerj aan.
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/
buruh atau serikat pekerjalserikat buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/ buruh dan pengusaha.
Anak adalah setiap orarlg yang berumur di bawah 18
(delapan belas) tahun.
Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 WIB
sampai dengan pukul 18.00 WIB.
Fasilitas Kesejahteraan Pekeda adalah sarana
pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan
rohar"riah traik langsung maupun tidak langsung yang
dapat mempertinggi produktifitas kerja dan ketenangan
kerja.

33.

37.

39.

40.

41.
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42.
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Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan
perundan g- undan gan di bidang ke tenagakerj aan.
Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari,
mengolah, menyimpulkan data dan atau keterangan
baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk
mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban
perusahaan dalam melaksanakan ketentuan perundang-
undangan ketenagakerjaan.
Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian atas
suatu objek secara teknis untuk mengetahui
kemampuan operasional dari bahan dan konstruksi
dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar
dan peraturan perundang-undangan.
Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelaikan atas
suatu obyek setelah dilakukan penelitian, perhitungan,
pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan
standar dan peraturan perundang-undangan.
Tempat Kerja adalah setiap ruErngan atau lapangan
tertutup atau terbuka, bergerak berpindah-pindah atau
tetap, dimana tenaga kerja bekeda atau sering dimasuki
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana
terdapat sumber-sumber bahaya.

BAB II
PERENCANAAN TENAGA KER.'A DAIT

SISTEM INFORMASI KE TPITAGAISDR.'AAIT
Pasal 2

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah
Daerah men5rusun dan menetapkan perencanaan tenaga
kerja daerah sebagai dasar dan acuan dalam men5rusun
kebijakan, strategi dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakedaan yang
berkesinambungan.
Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan sistem informasi
ketenagakerjaan.
Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21terdiri dari :

a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;

43.

44.

46.

pelatihan kerja termasuk kompetensi keda;
produktivitas tenaga kerja;
hubungan industrial;
kondisi lingkungan kerja;

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.

(4) Sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

c.
d.
e.
f.
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BAB ITI
PEI,ATIIIAIT TENAGA I(ER.'A

Pasal 3

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk memperoleh daurrlatau meningkatkan
keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan
kerja.

Pasal 4

(1) Pelatihan Kerja bagr Tenaga Kerja yang belum
memperoleh pekerjaan diarahkan untuk meningkatkan
keterampilan dan keahlian dalam rangka memasuki
dunia kerja.

(2) Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja yang sudah bekeda
diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan
keahlian dalam rangka peningkatan produktifitas kerja.

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja yang
memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja
di dalam dan di luar negeri.

(4) Pengusaha bertanggung jawab atas pemberian
kesempatan kepada pekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 untuk meningkatkan dan mengembangkan
kompetensinya.

Pasal 5

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh :

a. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah;
b. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
c. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Perusahaan wajib
memperoleh izin tertulis dari instansi yang membidangi
ketenagakerjaan.

(1)

{21

(s)

(4)

Pelatihan kerja dapat
institusional, pelatihan

wajib
akan

wajib

Pasal 6

dilaksanakan dengan cara pelatihan
keliling, dan pemagangan.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Perusahaan
melaporkan setiap jenis kejuruan yang
dilaksanakan kepada Dinas.
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Perusahaan
memiliki :

a. tanda daftar apabila tidak memungut biaya pelatihan
kerja; dan

b. izin tertulis dari Bupati apabila memungut biaya
pelatihan kerja.

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh tanda
daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4l.,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas dapat
dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga'

(s)

(6)



(1)

(21
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Pasal 7

(1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
dilaksanakan di daerah, luar daerah dan di luar negeri
oleh Pemerintah Daerah, perusahaan atau antar
pemsahaan.

(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar pe{anjian
pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang
dibuat secara tertulis dan dicatatkan pada Dinas.

(3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l, sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak
dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka
waktu pemagangan.

(4, Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui
perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dianggap tidak sah dan status peserta berubah
menjadi pekerja/ buruh perusahaan yang bersangkutan.

(5) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pelatihan
keda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakr:kan terhadap program pelatihan kerja,
ketersediaan prasarana dan fasilitas, instnrktur dan
tenaga kepelatihan, penerapan metode, dan sistem
pelatihan kerja serta manajemen lembaga.

Pasal 9

Tenaga kerja yang telah selesai mengikuti pelatihan kerja
berhak memperoleh :

a. sertifikat pelatihan ke{a;
b. sertilikat kompetensi; dan
c. pengakuan kompetensi dan/atau kualifikasi

keterampilan/keahlian keda dalam bentuk sertifikat
kompetensi dan atau keterampilan/keahlian keda.

Sertifikasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan
Kerja.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dikeluarkan oleh Lembaga Sertilikasi Profesi
setelah melalui uji kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat diselenggarakan di Lembaga Pelatihan
Keda/instansi lain sebagai Tempat Uji Kompetensi yang
telah diakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
Pembentukan keanggotaan dan tata kerja Lembaga
Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan sesuai dengan peraturan penrndang-
undangan.

(6) Sertifikat pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu
dasar untuk menetapkan tingkatan jabatan pada bidang
kerja tertentu atau unit kompetensi.

(1)

(21

(3)

(4)

(5)



(1)
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BAB TV
PEITEMPATAN 

"EI{AGA 
KEzuA DAN

PERLUASAN IITR^IA

Bagian Kesetu
Penempatan Tonaga KerJa

Pasal 10

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan
yang sa.ma untuk memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di
dalam atau di luar negeri.
Ketentuan hak memilih, mendapatkan atau pindah
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penempatan Tenaga Keda terdiri dari :

a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri;dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri
Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap perusahaan wajib melaporkan
kepada Dinas.
Prosedur dan tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peraturan Bupati.

lowongan kerja

lowongan kerja
diatur dengan

(2)

(1)

(2t

(1)

{2)

Pasal 13

(1) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh :

a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan; dan

b. lembaga swasta berlandaskan hukum.
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Negara (AKAN).

(3) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta harus
berbadan hukum.

(4) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKL dan
Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf d, dalam melaksanakan pelayanan
penempatan tenaga kerja wajib memperoleh izin tertulis
dari Bupati.

(5) Pelaksana Penempatan Tenaga Keda AKAD dan AI(AN
dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja harus
terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.

(6) Prosedur dan tatacara untuk mendapatkan ain, dan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan
ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Lembaga Penempatan Tenaga Kerl'a Swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang akan
melaksanakan perekrutan Tenaga Kerja AKAD harus
menunjukkan surat Persetqiuan penempatan Tenaga
Kerja AKAD dari daerah penerima kepada Dinas.
Lembaga Penempatan Tenaga Keda swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (Zl, yang akan melakianakan
perekrutan Tenaga Kerja AKAN harus menunjukkan
Surat Perintah Rekrut dari Gubernur kepada Dinas.

Pasal 14

(1) Penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasar 18 ayat
(1) huruf a dilarang memungut biaya penempatan secara
langsung maupun tidak langsung, sebagran atau
keseluruhan kepada tenaga keda dan pengguna tenaga
kerja.

(2) Pelaksana Penempatan
dimaksud dalam Pasal 18

Tenaga Kerja sebagaimana
ayat (1) huruf b, hanya dapat

memungut biaya
tenaga kerja dan
jabatan tertentu
undangan.

penempatan tenaga keda dari pengguna
dari tenaga kerja untuk golongan dan
sesuai dengan peraturan perundang

Pasal 15

(1) setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai
kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelierjaan
sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.

(2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan
perlakuan yang sarna dengan mempekerjakan
penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat
kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuan yang
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dur/
atau kualilikasi perusahaan.

(3) Setiap pengusaha wajib mempekedakan paling sedikit 1

(satu) orang penyandang disabilitas untuk setiap 100
(seratus) or€Lng pekerja pada penrsahaan.

{4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
melaksanakan dan melaporkan penempatan tenaga kerja
penyandang disabilitas kepada Bupati.

(5) Prosedur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta
pelaporan penempatan tenaga kerja penyandang
disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aya-t
(3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(6) Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas selain
dilakukan oleh Lembaga Pelayanan penempatan swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf b dan
huruf c serta Pasal 13 ayat (2), dapat juga dilakukan oleh
lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas
yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

(7) kmbaga Penempatan Tenaga Kerja penyandang
disabilitas harus berbadan hukum.
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(8) Tata cara untuk memperoleh :r,in penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan peraturan
Bupati.

Pasal 16

(1) Lembaga penempatan tenaga kerja penyandang cacat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6), hanya
dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari
pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja untuk
golongan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dinas dapat mengupayakan pendayaguna€rn tenaga kerja
penyandang cacat melalui penempatan dan perluasan
kesempatan kerja.

Pasal 17

(1) Kantor Pusat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja AKAN
wajib menyediakan tempat penampungan tenaga kerja
dengan memperoleh Izin dari Bupati.

(2) Tempat pen€rmpungan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar dan
persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(3) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (U, diatur dengan
Peraturan Bupati.

Baglan Kedua
Perluasan Kesempataa KerJa

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama
mengupayakan perluasan kesempatan keda, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan
dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya m€musia dan teknologi tepat guna.

(3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan
tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wira
usaha banr, perluasan kerja sistem padat kar5ra, alih
profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau
pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan
kesempatan kerja.

(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non
perbankan, dan dunia usaha dapat membantu dan
memberikan kemudahan fngi setiap kegiatan masyarakat
yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan
kesempatan kerja.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan
Bupati.
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BAB V
PENGGUIYAAN TENAGA I(TR.'A ASING

Pasal 19

(1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara
selektif dalam rangka alih tekhnologi dan keahlian.

(2) setiap pemberi kerja yang telah memperoleh lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib melaporkan
kepada Dinas.

(3) Setiap pemberi kerja yang akan mempeqpanjang lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Daerah wajib
memiliki izin perpanjangan tertulis dari Bupati.

(4) Persyaratan dan tata cara penggunaan Tenaga Kerja
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
HI'BUITGAIT I{IR.'A

Pasal 20

(1) Hubunga.n kerja terjadi karena adanya perjanjian Kerja
antara pengusaha dan pekerja/ buruh.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
dibuat secara tertulis atau lisan.

(3) Dalam hal perjanjian Kerja dibuat secara lisan, maka
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi
pekerja/ buruh yang bersangkutan.

(4) Syarat-syarat perjanjian keda :

a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan

hukum;
c. adanya pekedaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang dipedanjikan tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan.

(5) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {41huruf a dan/atau huruf b, dapat dibatalkan
oleh Dinas.

(6) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (41huruf c dan huruf d, batal demi hukum.

Pasal 21

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu.

(2) Pefanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :

a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

(3) Pedanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut Jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu, yaitu :
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a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang Udak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga)
tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman, atau;
d. pekerjaan ya:rrg berhubungan dengan produk baru,

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penj4iakan.

(a) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(5) Perjanjian kerja waktu tertentu yulg didasarkan atas
jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama
2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Perjanjian keda waktu tertentu dapat diperbaharui
setelah melebihi masa tenggang waktu 3O (tiga puluh)
hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang
lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya
boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paline lama 2 (dua)
tahun.

(7) Perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja dan
pembaharuan pedanjian kerja waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), wajib
didaftarkan pada Dinas.

(8) Prosedur, dan tata cara pembuatan, dan pendaftaran
perjanjian, perpmjangan perjanjian dan pembaharuan
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(9) Perjanjian waktu tidak tertentu adalah pe{anjian kerja
untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7).

BAB VII
HUBUNGAN IITDUSTRIAL

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah
mempunyai fungsi menetapkan kebijaka.n, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undan gan ketenagakerj aan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, peke{a/
buruh dan serikat pekerja/bumh mempunyai fungsi
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewqiibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan
kesejahtera€Ln anggota beserta keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha
dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi
menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha,
memperluas lapangan keda, dan memberikan
kesej ahteraan pekerja/ buruh secara terbuka,demokratis,
dan berkeadilan.
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Pasal 23

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :

a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;

lembaga kerjasama bipartit;
lembaga kerjasama tripartit;
peraturan perusahaan;
perjanjian kerja bersama;
peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan; dan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 24

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

(2) Serikat pekerja/buruh dibentuk oleh paling sedikit 10
(sepuluh) orang pekerja/ buruh.

(3) Serikat pekerja /senkat/buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (2l1, memberitahukan secara tertulis untuk
dicatat di Dinas.

(4) Prosedur dan tatacara pencatatan serikat pekerjalserikat
buruh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi
anggota organisasi pengusaha.

(2) Bentuk Susunan Organisasi, Ttrgas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja serta personalia organisasi pengusaha
ditetapkan dengan AD/ART organisasi.

Pasal 26

(1) Pengusaha yang mempekerjakan 5O (lima puluh) orang
pekerja/buruh atau lebih, wqiib membentuk lembaga
kerjasama bipartit yang dicatatkan ke Dinas.

(2) Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi
dan musyawarah untuk memecahkan permasalahan
ketenagakerjaan di penrsahaan.

(3) Keanggotaan Lembaga Kedasama Bipartit terdiri dari
unsur pengusaha dan unsur serikat pekeda/serikat
buruh dan/atau unsur pekerja/bumh yang di
tunjuk/dipilih oleh pekerja/ buruh secara demokratis.

(4) Prosedur dan tatacara pembentukan dan pencatatan
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Di Daerah, dibentuk Lembaga Kerjasama Tripa*it.
(21 Lembaga Kerjasama Tripartit memberikan

pertimbangan, sar€Ln, dan pendapat kepada Pemerintah
Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan
dan pemecahan masalah Ketenagake{aan.

(3) Keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit terdiri dari
unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat
pekerja/ serikat buruh.
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Pembentukan, Susunan Organisasi, T\rgas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling
sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan
Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Bupati.
Kew4iiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), tidak berlaku bagi perusahaan
yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 29

(1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat
pekerja/buruh atau beberapa serikat pekeda/buruh yang
tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa
pengusaha.

(2) Penyusurran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), di laksanakan secara
musyawarah.

(3) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin
dan menggunakan bahasa Indonesia.

(a) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang
dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka
Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia oleh pentedemah tersumpah.

(5) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus didaftarkan pada Dinas.

BAB VIII
FASILITAS I{TSF.IAIITERAAIY DAN THR KTAGAMAAN

BAGI PEI(TR.'AIBURI'H
Bagian Kesatu

Fasllltas KeseJahteraan
Pasal 3O

(l) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan dan/atau
menyediakan fasilitas kesej ahteraan pekerja/ buruh.

(2) Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

fasilitas beribadah;
fasilitas kesehatan;
fasilitas istirahat;
fasilitas olah raga;
fasilitas kantin;
koperasi karyawan;

g. tempat penitipan bayi; dan
h. pelayanan keluarga berencana.

(3) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan penyediaan
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2t

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai
dengan kemampuan untuk terselenggaranya
kesejahteraan pekerja/ buruh.
Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagiaa Kedua
THR Keagamaan

Pasal 32

Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang
telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus
menerus atau lebih.
THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu
kali dalam setahun.

Pasal 33

Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua
belas) bulan secara terus menerus atau lebih sebesar
1 (satu) bulan upah;

b. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga)
bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12
bulan diberikan secara proporsional dengan masa
kerja, yakni dengan perhitungan :

Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.
L2

Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut
Kesepakatan Kerja atau Peraturan Perusahaan atau
Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang
dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka THR yang dibayarkan
kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,
Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau
kebiasaan yang telah dilakukan.
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XE
PERLINDUITGAIT TTNAGA KTR.IA

Bagian Kesatu
Perlladungan KerJa

Pasal 34

(1) Setiap pekerjalburuh berhak mendapat perlindungan
atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higiene
perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan
moral kerja serta perlakr.ran yang sesuai dengan martabat
manusia dan moral agama.

(1)

{21

(r)

tzl

(3)

(41
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(2) Setiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan
tenaga kerja yang terdiri :

a. norma keselamatan kerja;
b. nonna kerja;
c. norrna kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
d. norrna kerja anak dan perempuan; dan
e. norrna jaminan sosial tenaga kerja.

{3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat {21, dilaksanakan sesuai dengan peraturan
pemndang-undangan.

(4) Prosedur dan tata cara pemberian perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35
(1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen

keselarnatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi
dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

(1) Setiap pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan,
barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri
maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi
kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit
akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja
harus memenuhi persyarat keselamatan dan kesehatan
kerja, higiene perusahaan dan lingkungan kerja.

(2) Penerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja,
higiene perusahaan, lingkungan kerja berlaku untuk
setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan,
pengujian, peffiakaian atau penggunaan dan
pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan
kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, maka terhadap peralatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan
administrasi dan fisik, serta pengujian secara teknis oleh
pegawai pengawas ketenagakerj aan.

(a) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan
dan pengqjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan keda
sesuai dengan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), diberikan izin dan/atau pengesahan oleh
Dinas.

(5) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian serta
untuk memperoleh izin dan/atau pengesahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
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Bagian Kedua
Waktu KerJa, PekerJa Aaak dan PekerJa Perempuan

Pasal 37

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja :

a. 7 (tduh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam
seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari
istirahat mingguan dalam seminggu;

b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam
seminggu unhrk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari
istirahat mingguan dalam seminggu; dan

c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu.

l2l Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, harus :

a. ada persetu.iuan pekerja/buruh;
b. paling banyak 3 (tiga)jam sehari dan 14 (empat belas)

jam seminggu;
c. wajib membayar upah kerja lembur ;
d. penrsahaan wajib memberikan istirahat kepada

pekerja;
e. perusahaan wajib memberikan makan; dan
f. ada rzin penyimpangan waktu keda dan waktu

istirahat dari Dinas.
(3) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/

buruh :

a. istirahat antara, sekurang -kurangnya setengah jam
setelah bekerja 4 (empat)jam terus menerus;

b. istirahat mingguan, L (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari
untuk 5 (lima) hari kerja dalam I (satu) minggu;

c. istirahat pada hari libur resmi;
d. istirahat/cuti tahuna.n, sekurang-kurangnya 12 (dua

belas) hari keqja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan
terus menerus;

e. istirahat bagr pekerja perempuan yang melahirkan
anak selama 1,5 (satu setengah) butan sebelum
melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan, menurut perhitungan dokter atau bidan;
dan

f. istirahat 1,5 (satu setengah) bulan apabila pekeqa/
buruh mengalami keguguran kandungan sesuai
dengan surat keterangan dokter kandungan atau
bidan yang menangani.

(a) Pelaksana€rn waktu istirahat tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau pedanjian kerja
bersama.

(5) Pelaksanaa! ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 38

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berlaku bagi :

a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan lS
(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik mental dan sosial;

b. anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun
dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagran
dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah
dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan,
pengawasan dan perlindungan keselamatan dan
kesehatan keda; dan

c. anak dapat melakukan pekedaan untuk
mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat
dibawah pengawasan langsung orang tuaf wa)i, waktu
kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan
lingkungan kerja tidak mengg€Lnggu perkembangan
fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi
persyaratan :

a. adatzin tertulis dari orang tua/wali;
b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang

tua/wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga)jam;
d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu wakfu

sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan keda yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 39

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan
anak pada pekedaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan yang terbumk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau
sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan,
atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi
pornografi , pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yarlg memanfaatkan, menyediakan,
atau melibatkan anak untuk produksi dan
perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

(21 Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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Pasal 4O

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya
penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan
kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4 1

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekeda/buruh
perempuan hamil yang menurut keterangan dokter
berbahaya bagr kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul
23.00 WIB s/d O7.OO WIB.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)
tahun antara pukul 23.00 WIB s/d 07.00 WIB.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara
pukul 23.00 WIB s/d 07.00 WIB wajib:
a. memberikan makanan dan minuman ber$zi,

sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori dan
diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja;

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat
kerja;

c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul
23.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB; dan

d. memperoleh izin dari Dinas.
(a) Pemberian makanan dan minuman bergizi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diganti
dengan uang.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2l,, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Baglen Ketlga
Pengupahan

Pasal 42

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sesuai
dengan Upah Minimum Kabupaten.

(21 B,agi pengusaha yang tidak marnpu membayar Upah
Minimum Kabupaten dapat mengajukan permohonan
penangguhan kepada Bupati.

(3) Prosedur dan tata cara permohonan penangguhan Upah
Minimum Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 44

(1) Pengusaha menyusun stuktur dan skala upah.
(2) Penyusunan struktur dan Skala Upah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui analisa
jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, dan masa
kerja.
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(3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari Upah
Minimum Kabupaten.

Baglaa Keempat
Jaminan Soslal

Pasal 45

Setiap pekerja/bumh wajib menjadi Peserta program
Jaminan sosial' 

Pasat 46

(1) Pengusaha secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai
dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(2) Pengusaha dalam melakukan pendaftaran sebagimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dirinya
dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara
lengkap dan benar kepada BPJS.

BAB X
PEIVYELESAIAIT PERSELISIHAIT HUBUNGAN IIVDUSTRIAL

Baglan Kceatu
Persellslhan Hubungan Industri,al

Pasal 47

(1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan
penyelesaian terlebih dahulu oleh pekerjalburuh atau
serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/
gabungan pengusaha melalui pemndingan bipartit secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tercapai kata sepakat dalam penyelesaian, maka
dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para
pihak.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka salah satu
pihak atau kedua belah pihak mencatatkan
perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti
telah diadakan pemndingan bipartit untuk diproses
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian perselisihan di
Dinas dilaksanakan oleh mediator yang diangkat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Prosedur dan tatacara mediasi dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bagtan Kedua
Pemutusan llubungEn KerJa

Pasal 48

Pemutusan Hubungan Keda meliputi pemutusan hubungan
kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan
m.emba3'ar upah atau iirrbaian daiaim'oer-r'ruk iain.
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Pasal 49
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekeda/serikat

buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya
harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan keda.

(2) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerjalburuh
apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota serikat peke{a/ serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak
mengajukan peffnohonan penyelesaian di Dinas.

(a) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak
mengajukan perrnohonan penyelesaian kepada Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 tidak menghasilkan kesepakatan, pengusaha
hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
l,embaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 5O

Prosedur dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja,
pembayaran uang pesangon, uang penggantian masa kerja
dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Baglan Kettga
ilogok KerJa

Pasal 51

(1) Mogok Ke{a sebagai hak dasar pekerja/buruh danlatau
serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah,
tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya pemndingan.

(2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang
bekeda pada perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya
membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan
umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

(3) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh daurr/
atau serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha,
Dinas, dan Kepolisian.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
memuat :

a. hari, tanggal dan jam dimulai dan diakhiri mogok
kerja;

b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan

mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-

masing ketua dan sekretaris serikat pekeda/serikat
burrh sebagai penanggung jawab mogok keda.
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Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka untuk menyelamatkan alat
produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat
mengambil tindakan sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok keda

berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
b. apabila dianggap perlu melarang pekerja buruh yang

mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Bagian Keempat
Peautupan Penrsahaaa

Pasal 52

Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan
perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan
adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/ serikat buruh.
Tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAIT DAN PENGAtrIASAIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

Dinas melakukan pembinaan terhadap kegiatan
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain :

bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
bimbingan perencanaan teknis di bidang
ketenagakerjaan; dan

c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagake{aan.
Prosedur dan talta cara pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagl,an Kodua
Pengawaaan

Pasal 54

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi
dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.
Pegawai Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diangkat sesuai dengan
peraturan pemndang-undangan.
Prosedur dan tata cara pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(21

(1)

(2)

a.
b.

(3)

(1)

(2t
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